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Gejala atau Aspek yang dipertanyakan Teknik
No. peristiwa Aspek/Unsur/ Informan Penelitian Pengumpulan | Teknik Analisis
yang Indikator Data Data
diamati
1 | Implementa | 1. Komunikasi, Bagaimana  komunikasi  yang | Kepala Dinas dan pegawai di | 1. Wawancara 1. Reduksi Data
si kebijakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | 2. Observasi 2. Penyajian
pengelolaan Kabupaten Pangandaran dalam | Kabupaten Pangandaran. 3. Dokumentasi Data
tempat menyampaikan kebijakan 3. Penarikan
parkir pengelolaan tempat parkir kepada Kesimpulan/
pihak pelaksana dan masyarakat, Verivikasi
sehingga tujuan dan  aturan Data

kebijakan tersebut dapat dipahami
serta dilaksanakan dengan baik?

4. Triangulasi

Sumber daya,

Bagaimana  ketersediaan  dan
pemanfaatan sumber daya, baik
sumber daya manusia, anggaran,
maupun sarana dan prasarana yang
dimiliki Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan
pengelolaan tempat parkir?

. Disposisi

atau

Bagaimana  sikap,  komitmen,
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sikap pelaksana,
serta

tanggung jawab, dan kepatuhan
pelaksana kebijakan dalam
menjalankan pengelolaan tempat
parkir sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten
Pangandaran?

Struktur
birokrasi.

Bagaimana  struktur  birokrasi,
pembagian tugas, standar
operasional prosedur (SOP), serta
mekanisme koordinasi yang
diterapkan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran dalam
mendukung efektivitas
implementasi kebijakan
pengelolaan tempat parkir?

Faktor
pendukung
dan
penghambat
Implementa
si Kebijakan
Pengelolaan
Tempat
Parkir

. Komunikasi

Kebijakan

Apa saja faktor yang mendukung
dan menghambat proses
komunikasi kebijakan pengelolaan
tempat parkir yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam menyampaikan
informasi, aturan, serta tujuan
kebijakan kepada pelaksana
maupun masyarakat?

Kepala Dinas dan pegawai di
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran.

1. Wawancara
2.Observasi
3. Dokumentasi

i

. Reduksi Data

Penyajian
Data
Penarikan
Kesimpulan/
Verivikasi
Data
Triangulasi

Sumber
Pelaksana

Daya

Apa saja faktor yang mendukung
dan menghambat ketersediaan serta
pemanfaatan sumber daya
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pelaksana, baik sumber daya
manusia, anggaran, maupun sarana
dan prasarana dalam implementasi
kebijakan  pengelolaan  tempat
parkir oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran?

Sikap dan | Apa saja faktor yang mendukung
Komitmen dan menghambat sikap, komitmen,
Pelaksana kedisiplinan, serta tanggung jawab
pelaksana  dalam  menjalankan
kebijakan  pengelolaan  tempat
parkir sesuai dengan ketentuan
yang Dberlaku di = Kabupaten
Pangandaran?
. Pengawasan dan | Apa saja faktor yang mendukung
Partisipasi dan  menghambat pelaksanaan
Masyarakat pengawasan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten
Pangandaran  serta  partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan
pengelolaan tempat parkir yang
tertib, aman, dan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan?
Strategi . Kualitas Bagaimana strategi yang dilakukan | Kepala Dinas dan pegawai di | 1. Wawancara 1. Reduksi Data
meningkatk Komunikasi dan | oleh Dinas Perhubungan Kabupaten | Dinas Perhubungan | 2. Observasi 2. Penyajian
an Sosialisasi Pangandaran dalam meningkatkan | Kabupaten Pangandaran. 3. Dokumentasi Data
Implementa Kebijakan kualitas komunikasi dan sosialisasi 3. Penarikan
si Kebijakan kebijakan  pengelolaan  tempat Kesimpulan/
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Pengelolaan
Tempat
Parkir

parkir agar informasi mengenai
aturan, tujuan, dan mekanisme
pelaksanaan  kebijakan  dapat
dipahami serta diterapkan oleh
pelaksana dan masyarakat?

Verivikasi
Data
4. Triangulasi

. Kapasitas

Sumber  Daya
Pelaksana

Bagaimana strategi yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam meningkatkan
kapasitas sumber daya pelaksana,
baik melalui peningkatan
kompetensi aparatur, penyediaan
sarana prasarana, maupun
dukungan anggaran agar
implementasi kebijakan
pengelolaan tempat parkir dapat
berjalan lebih efektif?

Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian

Bagaimana strategi yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam memperkuat
sistem pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijakan  pengelolaan  tempat
parkir agar tercipta ketertiban,
kepatuhan, dan kesesuaian dengan
ketentuan yang berlaku?

. Partisipasi  dan

Kesadaran
Masyarakat

Bagaimana strategi yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam meningkatkan
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partisipasi dan kesadaran
masyarakat untuk mematuhi aturan
parkir serta mendukung
keberhasilan implementasi

kebijakan  pengelolaan  tempat
parkir?
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PEDOMAN OBSERVASI
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Nama Informan
Jabatan
Hari/Tanggal
Pukul

Tempat
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Gejala/peristiwa yang Aspek/Unsur/Indikator Analisis Hasil Observasi
diamati

Implementasi kebijakan | 1. Komunikasi,
pengelolaan tempat parkir 2. sumber daya,

3. disposisi  atau  sikap

pelaksana, serta

4. struktur birokrasi.
Faktor pendukung dan | 1. Komunikasi Kebijakan
penghambat Implementasi | 2. Sumber Daya Pelaksana
Kebijakan Pengelolaan | 3. Sikap dan Komitmen
Tempat Parkir Pelaksana

4. Pengawasan dan

Partisipasi Masyarakat
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Strategi meningkatkan
Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Tempat Parkir

. Kualitas Komunikasi dan

Sosialisasi Kebijakan

. Kapasitas Sumber Daya

Pelaksana
Sistem Pengawasan dan
Pengendalian

. Partisipasi dan Kesadaran

Masyarakat
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nama Informan

Jabatan

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

A. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir

1.

Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan
tempat parkir kepada pihak pelaksana dan masyarakat, sehingga tujuan dan
aturan kebijakan tersebut dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik?

Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya
manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pelaksanaan

kebijakan pengelolaan tempat parkir?

. Bagaimana sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana

kebijakan dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran?

Bagaimana struktur birokrasi, pembagian tugas, standar operasional

prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Dinas
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Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung efektivitas
implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir?

B. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran
1. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi

kebijakan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan informasi,
aturan, serta tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat?

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat ketersediaan serta
pemanfaatan sumber daya pelaksana, baik sumber daya manusia,
anggaran, maupun sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan
pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran?

3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat sikap, komitmen,
kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan
kebijakan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di Kabupaten Pangandaran?

4. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan tempat parkir yang

tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan?
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C. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Pangandaran

1.

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi
kebijakan pengelolaan tempat parkir agar informasi mengenai aturan,
tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dipahami serta
diterapkan oleh pelaksana dan masyarakat?

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana, baik
melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana prasarana,
maupun dukungan anggaran agar implementasi kebijakan pengelolaan

tempat parkir dapat berjalan lebih efektif?

. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir agar tercipta
ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku?

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat
untuk mematuhi aturan parkir serta mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan pengelolaan tempat parkir?
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